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ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk 
mengetahui bagaimana tugas ombudsman 
dalam dan memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia? Dan bagaimana 
wewenang ombudsman dalam dan 
memberantas dan mencegah maladministrasi 
di Indonesia. Dengan menggunakan metode 
penelitian yuridis normative, disimpulkan: 1. 
Tugas Ombudsman dalam memberantas dan 
mencegah maladministrasi di Indonesia yaitu 
menerima dan melakukan pemeriksaan laporan 
serta melakukan invenstigasi dan koordinasi 
dan kerjasama dengan lembaga negara atau 
lembaga pemerintahan lain terhadap adanya 
dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik guna 
mencegah dan memberantas perbuatan 
maladministrasi. 2.Dalam melaksanakan 
wewenang untuk memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia, Ombudsman 
perlu menyampaikan saran kepada Presiden, 
kepala daerah, atau pimpinan Penyelenggara 
Negara lainnya guna perbaikan dan 
penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur 
pelayanan publik serta kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau kepala 
daerah agar terhadap undang-undang dan 
peraturan perundang-undangan lainnya 
diadakan perubahan dalam rangka mencegah 
Maladministrasi. 
Kata kunci: Tugas Dan Wewenang, 
Ombudsman, Memberantas dan Mencegah, 
Maladministrasi. 
 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang 

Menurut Penjelasan atas Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsman Republik Indonesia, 
Reformasi mengamanatkan perubahan 
kehidupan bernegara, berbangsa, dan 
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bermasyarakat yaitu kehidupan yang 
didasarkan pada penyelenggaraan negara dan 
pemerintahan yang demokratis dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan, menciptakan 
keadilan, dan kepastian hukum bagi seluruh 
warga negara sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945.  

Supremasi hukum artinya kekuasaan 
tertinggi dipegang oleh hukum. Baik rakyat 
maupun pemerintah tunduk pada hukum. Jadi 
yang berdaulat adalah hukum.3 Equality before 
the law artinya persamaan kedudukan di depan 
hukum tidak ada yang diistimewakan.4 

Penyelenggaraan negara dan pemerintahan 
yang baik hanya dapat tercapai dengan 
peningkatan mutu aparatur penyelenggara 
negara dan pemerintahan dan penegakan asas-
asas pemerintahan umum yang baik. Untuk 
penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan 
upaya meningkatkan pelayanan publik dan 
penegakan hukum diperlukan keberadaan 
lembaga pengawas eksternal yang secara 
efektif mampu mengontrol tugas 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan.5  

Pengawasan internal yang dilakukan oleh 
pemerintah sendiri dalam implementasinya 
ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, 
baik dari sisi obyektifitas maupun 
akuntabilitasnya. Dari kondisi di atas, pada 
Tahun 2000, Presiden berupaya untuk 
mewujudkan reformasi penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan dengan membentuk 
Komisi Ombudsman Nasional melalui 
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000. 

Komisi Ombudsman Nasional bertujuan 
membantu menciptakan dan mengembangkan 
kondisi yang kondusif dalam melaksanakan 
pemberantasan korupsi, kolusi, nepotisme 
serta meningkatkan perlindungan hak 
masyarakat agar memperoleh pelayanan 
publik, keadilan, dan kesejahteraan. Untuk 
lebih mengoptimalkan fungsi, tugas, dan 
wewenang Komisi Ombudsman Nasional, perlu 
dibentuk Undang-Undang tentang Ombudsman 
Republik Indonesia sebagai landasan hukum 

 
3Arif Rudi Setiyawan, Sukses Meraih Profesi Hukum 
Idaman, Edisi 1. CV. Andi. Yogyakarta, 2010, hal. 90. 
4Ibid. 
5 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
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yang lebih jelas dan kuat. Hal ini sesuai pula 
dengan amanat Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor 
VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah 
Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan 
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme yang salah 
satunya memerintahkan dibentuknya 
Ombudsman dengan undang-undang.6  

Ombudsman Republik Indonesia tersebut 
merupakan lembaga negara yang dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya bebas 
dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dalam 
Undang-Undang ini, ditegaskan bahwa yang 
dimaksud Ombudsman Republik Indonesia 
adalah lembaga negara yang mempunyai 
wewenang mengawasi penyelenggaraan 
pelayanan publik yang diselenggarakan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan 
termasuk yang diselenggarakan oleh Badan 
Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, 
dan Badan Hukum Milik Negara serta badan 
swasta atau perseorangan yang diberi tugas 
menyelenggarakan pelayanan publik tertentu 
yang sebagian atau seluruh dananya bersumber 
dari anggaran pendapatan dan belanja negara 
dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 
daerah.7  

Negara sebagai suatu badan hukum publik 
yang independen juga menyandang hak dan 
kewajiban sebagaimana layaknya suyek hukum 
lainnya, baik itu orang perorangan maupun 
badan hukum perdata serta badan hukum 
publik lainnya.8  

Tugas menyelenggarakan pelayanan publik 
tertentu, yang dilakukan oleh swasta atau 
perseorangan tersebut, antara lain pekerjaan 
yang dilakukan oleh swasta atau perseorangan 
berdasarkan kontrak yang dibiayai dari 
anggaran pendapatan dan belanja negara atau 
anggaran pendapatan dan belanja daerah. 
Dalam Undang-Undang ini ditentukan 
mengenai pedoman Ombudsman dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dengan 
mendasarkan beberapa asas yakni kepatutan, 

 
6 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
7 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
8Gunawan Widjaja, Pengelolaan Harta Kekayaan Negara 
(Suatu Tinjauan Yuridis), (Seri Kuangan Publik). Ed. 1. Cet. 
1. PT.RajaGrafindo Persada, Jakarta. 2002, hal. 2. 

keadilan, non-diskriminasi, tidak memihak, 
akuntabilitas, keseimbangan, keterbukaan, dan 
kerahasiaan. Dalam Undang-Undang ini diatur 
mengenai tugas Ombudsman, antara lain 
memeriksa Laporan atas dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik.9  

Sesuai dengan uraian pada latar belakang 
penulisan maka dalam penulisan ini akan 
dibahas mengenai tugas dan wewenang 
Ombudsman dalam  memberantas dan 
mencegah maladministrasi di Indonesia.  
 
B. RUMUSAN MASALAH 
1. Bagaimanakah tugas ombudsman dalam dan 

memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia ? 

2. Bagaimanahkah wewenang ombudsman 
dalam dan memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia ? 

  
C. METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam 
menyusun skripsi  ini ialah metode penelitian 
hukum normatif. Data sekunder yang 
digunakan diperoleh melalui  studi  
kepustakaan. Data  sekunder terdiri  dari bahan 
hukum primer yang  terdiri  dari peraturan 
perundang-undangan di bidang hukum 
administrasi negara. Bahan hukum sekunder 
terdiri  dari literatur-literatur, artikel dan jurnal 
hukum  serta informasi dari  media cetak dan 
elektronik yang  relevan dengan penulisan ini. 
Bahan hukum tersier  terdiri dari kamus umum 
dan kamus hukum untuk menjelaskan 
pengertian dari istilah hukum  yang digunakan 
dalam penulisan ini. 

 
PEMBAHASAN 
A. Tugas Ombudsman Dalam Memberantas 

Dan Mencegah Maladministrasi Di 
Indonesia  
Pelayanan publik yang lebih efisien dan 

efektif menjadi tuntutan masyarakat terhadap 
instansi pemerintah saat ini. UU Pelayanan 
Publik menjadi salah satu acuan dan standar 
dalam pemberian pelayanan publik, termasuk 
di dalamnya adalah Standar Pelayanan Minimal 
(SPM) ataupun Standard Operating Procedures 

 
9 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
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(SOP) yang ditetapkan masing-masing institusi. 
Hampir setiap tahun pemerintah pun 
melaksanakan berbagai lomba terkait 
pelayanan publik yang diberikan birokrasi.10  

Meskipun demikian, masih jarang terdengar 
adanya birokrat yang dihukum atau diberikan 
sanksi karena memberikan pelayanan publik 
yang buruk dan tidak berkualitas. Padahal 
seharusnya dengan adanya berbagai aturan 
tentang pelayanan publik maka masyarakat 
mendapatkan jaminan akan memperoleh 
layanan yang efekktif (berkualitas) dan efisien 
(hemat waktu, tenaga, dan biaya).  

Masyarakat yang kritis akan berani bersuara 
jika mendapatkan pelayanan publik yang buruk. 
Mereka bisa menggunakan berbagai sarana 
pengaduan yang ada seperti kotak pengaduan, 
mengisi form e-complain (pengaduan online) 
melalui situs sebuah institusi, atau 
menyampaikan keluhannya melalui media 
sosial dan media massa. Meskipun demikian, 
tidak semua keluhan tersebut direspon dengan 
cepat dan baik oleh institusi terkait. Salah satu 
lembaga yang sebenarnya dapat dipergunakan 
oleh pengguna layanan publik adalah 
Ombudsman Republik Indonesia (ORI). 
Sebagian masyarakat nampaknya belum paham 
dengan fungsi dan tugas dari ORI, terlebih lagi 
sangat jarang kita mendengar kasus yang dita- 
ngani oleh ORI benar-benar direspons dan 
diselesaikan oleh pihak terlapor.11 

Maladministrasi adalah perilaku atau 
perbuatan melawan hukum, melampaui 
wewenang, menggunakan wewenang untuk 
tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang 
tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian 
kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik yang dilakukan oleh 
penyelenggara negara dan pemerintahan yang 
menimbulkan kerugian materiil dan/atau 
immateriil bagi masyarakat dan orang 
perseorangan.12  

Hukum adalah produk pemerintah atau 
penyelenggara negara atau lembaga yang 
memiliki wewenang untuk itu yang kemudian 
menjadi hukum positif atau peraturan yang 

 
10 Yuli Tirtariandi El Anshori dan Jasrial. Op.Cit. hal. 115-
116. 
11  
12 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 

mengikat kehidupan masyarakat dalam 
aktivitas sosial, ekonomi, politik dan budaya. 
Hukum mengendalikan dan bersifat mencegah 
terjadinya tindakan kriminal atau mengatur 
hubungan antarindividu sehingga dengan 
adanya hukum itu, gejolak sosial dan 
mobilitasnya dapat dikendalikan.13 

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 
Tentang Ombudsman Republik Indonesia. Pasal 
7. Ombudsman bertugas:  
a. menerima Laporan atas dugaan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik;  

b. melakukan pemeriksaan substansi atas 
Laporan;  

c. menindaklanjuti Laporan yang tercakup 
dalam ruang lingkup kewenangan 
Ombudsman;  

d. melakukan investigasi atas prakarsa sendiri 
terhadap dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik;  

e. melakukan koordinasi dan kerja sama 
dengan lembaga negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta lembaga 
kemasyarakatan dan perseorangan;  

f. membangun jaringan kerja;  
g. melakukan upaya pencegahan 

Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik; dan  

h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh 
undang-undang. 

Hukum adminstrasi merupakan tindakan 
pemerintahan atau eksekutif atau 
bestuurmaatregel atau the measurelaction of 
government terhadap pelanggaran perundang-
undangan yang berlaku dan bersifat reparatoir 
(mengembalikan pada keadaan semula).14 

Perbedaan antara ilmu pemerintahan 
dengan hukum tata negara adalah dari sudut 
pandang masing-masing, yaitu bila ilmu 
pemerintahan cenderung lebih mengkaji 
hubungan-hubungan pemerintah dalam arti 
perhatian utama adalah pada gejala yang 
timbul pada peristiwa pemerintahan itu sendiri, 
maka hukum tata negara cenderung mengkaji 
hukum serta peraturan yang telah ditegakkan 

 
13Wawan Muhwan Hariri, Pengantar Ilmu Hukum, Cet. l. 
Pustaka Setia. Bandung. 2012, hal. 19. 
14 Syahrul Machmud, Penegakan Hukum Lingkungan 
Indonesia (Penegakan Hukum Administrasi, Hukum 
Perdata, dan Hukum Pidana Menurut Undang-Undang No. 
32 Tahun 2009), Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta, 
2012, hal. 179. 
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dalam hubungan tersebut. Jadi seorang sarjana 
hukum apabila menulis tentang hukum tata 
negara, maka yang dibahasnya berorientasi 
pada penerapan peraturan-peraturan hukum 
yang berlaku dalam ketatanegaraan tersebut, 
penggunaan sanksi-sanksi terhadap 
pelanggaran hukum yang berlaku dalam 
ketatanegaraan serta usaha pemanfaatan 
kekuasaan bersumber dari hukum yang layak 
untuk mencapai tujuan negara tersebut.15 
  
B. Wewenang Ombudsman Dalam 

Memberantas Dan Mencegah 
Maladministrasi Di Indonesia  
Hukum bekerja dengan cara mengatur 

perbuatan seseorang atau hubungan antara 
orang-orang dalam masyarakat. Untuk 
keperluan pengaturan tersebut, maka hukum 
menjabarkan pekerjaannya dalam berbagai 
fungsinya yaitu: 
1. Pembuatan norma-norma, baik yang 

memberikan peruntukan maupun yang 
menentukan hubungan antara orang dengan 
orang;  

2. Penyelesaian sengketa-sengketa;  
3. Menjamin kelangsungan kehidupan 

masyarakat, yaitu dalam hal terjadi 
perubahan-perubahan.16 
Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

Tentang Ombudsman Republik Indonesia. 
Wewenang Pasal 8 ayat: 
(1) Dalam menjalankan fungsi dan tugas 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan 
Pasal 7, Ombudsman berwenang:  
a. meminta keterangan secara lisan 

dan/atau tertulis dari Pelapor, Terlapor, 
atau pihak lain yang terkait mengenai 
Laporan yang disampaikan kepada 
Ombudsman;  

b. memeriksa keputusan, surat-menyurat, 
atau dokumen lain yang ada pada 
Pelapor ataupun Terlapor untuk 
mendapatkan kebenaran suatu Laporan;  

c. meminta klarifikasi dan/atau salinan 
atau fotokopi dokumen yang diperlukan 
dari instansi mana pun untuk 

 
15 H. Inu Kencana Syafiie, Pengantar Ilmu Pemerintahan, 
Cetakan Ketujuh, PT. Refika Aditama. 2011, hal. 62. 
16 Satjipto Raharjo, Hukum dan Perubahan Sosial Suatu 
Tinjauan Teoretis Serta Pengalaman-Pengalaman di 
Indonesia, Cetakan Ketiga Genta Publishing, Yogyakarta, 
2009, hal. 111. 

pemeriksaan Laporan dari instansi 
Terlapor;  

d. melakukan pemanggilan terhadap 
Pelapor, Terlapor, dan pihak lain yang 
terkait dengan Laporan;  

e. menyelesaikan laporan melalui mediasi 
dan konsiliasi atas permintaan para 
pihak;  

f. membuat Rekomendasi mengenai 
penyelesaian Laporan, termasuk 
Rekomendasi untuk membayar ganti 
rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak 
yang dirugikan;  

g. demi kepentingan umum 
mengumumkan hasil temuan, 
kesimpulan, dan Rekomendasi.  

(2) Selain wewenang sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), Ombudsman berwenang:  
a. menyampaikan saran kepada Presiden, 

kepala daerah, atau pimpinan 
Penyelenggara Negara lainnya guna 
perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan/atau prosedur pelayanan 
publik;  

b. menyampaikan saran kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan/atau Presiden, 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan/atau kepala daerah agar terhadap 
undang-undang dan peraturan 
perundang-undangan lainnya diadakan 
perubahan dalam rangka mencegah 
Maladministrasi. 

Penjelasan Pasal 8 ayat (1) huruf (g) 
Ketentuan mengenai pengumuman hasil 
temuan, kesimpulan, dan Rekomendasi bukan 
merupakan kewajiban bagi Ombudsman. 

Pasal 9. Dalam melaksanakan 
kewenangannya, Ombudsman dilarang 
mencampuri kebebasan hakim dalam 
memberikan putusan. Pasal 10 Dalam rangka 
pelaksanaan tugas dan wewenangnya, 
Ombudsman tidak dapat ditangkap, ditahan, 
diinterogasi, dituntut, atau digugat di muka 
pengadilan. 

Hak yaitu: “kewenangan; kekuasaan untuk 
melakukan sesuatu karena telah ditentukan 
oleh undang-undang atau peraturan lain; 
kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu 
atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.17 

 
17Sudarsono, Op.Cit. hal. 154. 
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Pembentukan Ombudsman Republik 
Indonesia di tingkat daerah bertujuan 
mendekatkan pelayanan Ombudsman kepada 
masyarakat luas. Peran pokok Ombudsman 
adalah menangani keluhan masyarakat, 
menyangkut keputusan atau tindakan 
administrasi pemerintahan dan pelayanan 
umum, melindungi orang dari pelanggaran hak, 
penyalahgunaan kekuasaan, kesalahan, 
pengabaian, keputusan yang tidak adil dan 
kesalahan administratif. Peranan Ombudsman 
ini diarahkan agar kinerja administrasi 
pemerintahan di level pusat maupun daerah 
dapat diperbaiki dan ditingkatkan, tindakan-
tindakan pemerintah dapat lebih terbuka dan 
pemerintah dengan birokrasinya bisa lebih 
akuntabel terhadap masyarakat luas. Selain itu, 
Ombudsman mempunyai kewenangan untuk 
melakukan penyelidikan secara obyektif atas 
keluhan masyarakat umum mengenai 
pelayanan umum dan administrasi 
pemerintahan, dan dapat juga atas inisiatif 
sendiri melakukan penyelidikan, sekaligus 
mendaftarkan keluh an tersebut.18 

Dalam pelaksanaan tugas memeriksa 
Laporan, Ombudsman wajib berpedoman pada 
prinsip independen, non-diskriminasi, tidak 
memihak, dan tidak memungut biaya serta 
wajib mendengarkan dan mempertimbangkan 
pendapat para pihak dan mempermudah 
Pelapor. Dengan demikian Ombudsman dalam 
memeriksa Laporan tidak hanya 
mengutamakan kewenangan yang bersifat 
memaksa, misalnya pemanggilan, namun 
Ombudsman dituntut untuk mengutamakan 
pendekatan persuasif kepada para pihak agar 
Penyelenggara Negara dan pemerintahan 
mempunyai kesadaran sendiri dapat 
menyelesaikan Laporan atas dugaan 
Maladministrasi dalam penyelenggaraan 
pelayanan publik.19 

Dengan menggunakan pendekatan ini 
berarti tidak semua Laporan harus diselesaikan 

 
18 Ghozali Puruhito. Peran Ombudsman Republik Indonesia 
Perwakilan Provinsi Jawa Tengah Dalam Peningkatan dan 
Perbaikan Pelayanan Publik. Jurusan Ilmu Pemerintahan, 
Fakultas Ilmu Sosial danIlmu Politik Universitas 
Diponegoro. hal. 3-4. (Lihat Prasetyo, Eko dkk. Ombudsman 
Daerah: Mendorong Terwujudnya Pemerintahan yang 
Bersih.  PUSHAM UII. Yogyakarta. 2003. hlm. 18). 
19 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 

melalui mekanisme Rekomendasi. Hal ini yang 
membedakan Ombudsman dengan lembaga 
penegak hukum atau pengadilan dalam 
menyelesaikan Laporan. Dalam melakukan 
pemeriksaan atas laporan yang diterimanya, 
Ombudsman dapat memanggil Terlapor dan 
saksi untuk dimintai keterangannya. Apabila 
Terlapor dan saksi telah dipanggil tiga kali 
berturut-turut tidak memenuhi panggilan 
dengan alasan yang sah, Ombudsman dapat 
meminta bantuan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia untuk menghadirkan yang 
bersangkutan secara paksa (subpoena power).  

Dalam Undang-Undang ini ditentukan pula 
bahwa Ombudsman menyampaikan laporan 
berkala dan laporan tahunan, atau dapat 
menyampaikan laporan khusus kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat dan Presiden yang dapat 
dijadikan bahan bagi Dewan Perwakilan Rakyat 
atau Presiden untuk mengambil kebijakan 
dalam membangun pelayanan publik yang lebih 
baik. Untuk memperlancar pelaksanaan tugas 
dan wewenang Ombudsman di daerah, jika 
dipandang perlu Ombudsman dapat mendirikan 
perwakilan Ombudsman di daerah provinsi atau 
kabupaten/kota yang mempunyai hubungan 
hierarkis dengan Ombudsman dan dipimpin 
oleh seorang kepala perwakilan.20  

Untuk menegakkan Undang-Undang ini 
diatur mengenai pemberian sanksi administratif 
dan pidana. Sanksi administrastif diberlakukan 
bagi Terlapor dan atasan Terlapor yang tidak 
melaksanakan Rekomendasi Ombudsman, 
sedangkan sanksi pidana diberlakukan bagi 
setiap orang yang menghalangi Ombudsman 
dalam melakukan pemeriksaan.21 

Norma hukum adalah peraturan hidup yang 
bersifat memaksa dan mempunyai sanksi yang 
tegas. Peraturan yang timbul dari norma hukum 
dibuat oleh penguasa negara. Isinya mengikat 
setiap orang dan pelaksanaannya dapat 
dipertahankan dengan segala paksaan oleh 
alat-alat negara. Keistimewaan norma hukum 
itu justeru terletak pada sifatnya yang 
memaksa dengan sanksinya yang berupa 
ancaman hukuman. Alat kekuasaan negara 

 
20 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
21 Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik 
Indonesia. 
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yang berusaha agar peraturan hukum ditaati 
dan dilaksanakan. Setiap norma paling tidak 
mempunyai beberapa unsur, yaitu: 

1. Sumber, yaitu dari mana asal norma itu; 

2. Sifat, yaitu syarat-syarat kapan norma itu 
berlaku; 

3. Tujuan, yaitu untuk apakah norma itu 
dibuat; 

4. Sanksi, yaitu reaksi (alat pemaksa) apakah 
yang akan dikenakan kepada orang yang 
melanggara atau tidak mematuhi norma 
itu.22 
Sanksi hukum administrasi merupakan 

sanksi yang penerapannya tidak melalui 
perantaraan hakim. Pemerintah berwenang 
untuk bilamana perlu, tanpa keharusan 
perantaraan hakim terlebih dahulu bertindak 
jauh secara nyata. Sasaran sanksi administrasi 
adalah perbuatan yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, sehingga 
secara prinsipil berbeda dengan pemberian 
sanksi pidana maupun tanggung jawab perdata 
yang ditujukan kepada orang (pelakunya).23 

Hukum adminsitrasi negara disebut pula 
hukum pemerintahan atau hukum tata usaha. 
Menurut J H P., Bellefroid: hukum tata usaha 
atau disebut juga hukum (tata) pemerintahan 
ialah keseluruhan aturan-aturan tentang cara 
bagaimana alat-alat perlengkapan 
pemerintahan dari badan-badan kenegaraan 
(openbarelichaman) dan majelis-majelis 
pengadilan khusus yang diserahi pengadilan 
tata usaha hendaknya memenuhi tugasnya. 
Menurut paham ini hukum tata usaha pada 
pokoknya hanya bersangkutan dengan alat-alat 
perlengkapan yang tugas pokoknya 
pemerintahan, tetapi sebaliknya mengenai 
seluruh tugas yang diserahkan sesungguhnya 
kepada alat-alat perlengkapan pemerintahan 
itu, jadi selain dari pada tugas pemerintahan 
juga perundang-undangan dan pengadilan (tata 
usaha).24   

Menurut Penjelasan Atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan, I. Umum, tugas pemerintahan 
untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana 

 
22Yulies Tiena, Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, 
Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 5-6. 
23Ida Bagus Wyasa Putra, Hukum Bisnis Pariwisata, Cetakan 
Pertama. PT. Refika Aditama, Bandung, 2003, hal. 183. 

24 Sudarsono, Op.Cit, hal. 168-169. 

dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 
dan tugas tersebut merupakan tugas yang 
sangat luas. Begitu luasnya cakupan tugas 
Administrasi Pemerintahan sehingga diperlukan 
peraturan yang dapat mengarahkan 
penyelenggaraan Pemerintahan menjadi lebih 
sesuai dengan harapan dan kebutuhan 
masyarakat (citizen friendly), guna memberikan 
landasan dan pedoman bagi Badan dan/atau 
Pejabat Pemerintahan dalam menjalankan 
tugas penyelenggaraan pemerintahan.  

Ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan 
tersebut diatur dalam sebuah Undang-Undang 
yang disebut Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan. Undang-Undang Administrasi 
Pemerintahan menjamin hak-hak dasar dan 
memberikan pelindungan kepada Warga 
Masyarakat serta menjamin penyelenggaraan 
tugas-tugas negara sebagaimana dituntut oleh 
suatu negara hukum sesuai dengan Pasal 27 
ayat (1), Pasal 28 D ayat (3), Pasal 28 F, dan 
Pasal 28 I ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Berdasarkan ketentuan tersebut, Warga 
Masyarakat tidak menjadi objek, melainkan 
subjek yang aktif terlibat dalam 
penyelenggaraan Pemerintahan.25 

Untuk dapat menentukan kebijaksanaan 
yang sesuai dengan kehendak rakyat yang 
diwakilinya. DPRD harus dapat memperhatikan 
kepentingan dan aspirasi rakyat. Kepentingan 
dan aspirasi rakyat ini beraneka ragam, baik 
karena jumlah rakyat yang sangat besar, 
maupun karena rakyat terdiri dari berbagai 
lapisan yang masing-masing mempunyai 
kepentingan sendiri-sendiri. Aspirasi atau 
kepentingan rakyat dapat berwujud material 
seperti sandang, pangan, perumahan, 
kesehatan dan sebagainya maupun bersifat 
spiritual seperti pendidikan, kebebasan, 
keadilan, keagamaan dan sebagainya. Kadang-
kadang keinginan tersebut saling bertentangan 
satu sama lain26  

Kepentingan rakyat tersebut akan dapat 
diselenggarakan dengan baik, apabila wakil 

 
25 Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 
tentang Administrasi Pemerintahan, I. Umum. 
26 Josef Riwu Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara 
Republik Indonesia (Identifikasi Faktor-Faktor Yang 
Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah). Edisi 1. 
PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 2007, hal.79. 
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rakyat itu mengetahui aspirasi mereka yang 
diwakilinya dan kemudian memiliki 
kemampuan untuk merumuskan secara jelas 
dan umum serta menentukan cara-cara 
pelaksanannya.27 

Tugas dan wewenang Ombudsman dalam 
dan memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia memerlukan 
dukungan melalui koordinasi lintas sektoral 
dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah 
dan seluruh lapisan masyarakat agar dapat 
berjalan efektif. Pelaksanaan tugas dan 
wewenang Ombudsman merupakan bagian dari 
proses penegakan untuk membantu 
masyarakat memperoleh pelayanan publik yang 
memadai dalam rangka penyelenggaraan 
negara dan pemerintahan. Hal ini juga 
merupakan bagian dari kontrol dan 
pengawasan agar dapat menciptakan 
pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien 
guna meningkatkan kesejahteraan serta 
menciptakan keadilan dan kepastian hukum 
bagi seluruh warga negara serta mencegah dan 
menghapuskan penyalahgunaan wewenang 
oleh aparatur penyeleggara negara dan 
pemerintahan. 

 
PENUTUP 
A.  Kesimpulan 

1. Tugas Ombudsman dalam memberantas 
dan mencegah maladministrasi di 
Indonesia yaitu menerima dan 
melakukan pemeriksaan laporan serta 
melakukan invenstigasi dan koordinasi 
dan kerjasama dengan lembaga negara 
atau lembaga pemerintahan lain 
terhadap adanya dugaan Maladministrasi 
dalam penyelenggaraan pelayanan publik 
guna mencegah dan memberantas 
perbuatan maladministrasi.  

2. Dalam melaksanakan wewenang untuk 
memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia, 
Ombudsman perlu menyampaikan saran 
kepada Presiden, kepala daerah, atau 
pimpinan Penyelenggara Negara lainnya 
guna perbaikan dan penyempurnaan 
organisasi dan/atau prosedur pelayanan 
publik serta kepada Dewan Perwakilan 
Rakyat dan/atau Presiden, Dewan 

 
27 Ibid, hal. 79. 

Perwakilan Rakyat Daerah dan/atau 
kepala daerah agar terhadap undang-
undang dan peraturan perundang-
undangan lainnya diadakan perubahan 
dalam rangka mencegah 
Maladministrasi. 

  
B.  Saran 

1. Tugas Ombudsman dalam memberantas 
dan mencegah maladministrasi di 
Indonesia memerlukan dukungan 
koordinasi dan kerja sama dengan 
lembaga negara atau lembaga 
pemerintahan lainnya serta lembaga 
kemasyarakatan dan perseorangan. 
Ombudsman wajib menerima laporan 
atas dugaan Maladministrasi dalam 
penyelenggaraan pelayanan publik dari 
masyarakat dan melakukan proses 
hukum untuk pemeriksaan kebenaran 
laporan. 

2. Wewenang Ombudsman dalam dan 
memberantas dan mencegah 
maladministrasi di Indonesia, wajib 
berpedoman pada prinsip independen, 
nondiskriminasi, tidak memihak, dan 
tidak memungut biaya dan juga wajib 
mendengarkan dan mempertimbangkan 
pendapat para pihak serta 
mempermudah pelapor dalam 
menyampaikan penjelasannya. 
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